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ABSTRAK 

Artikel ini mengajukan Psychomotor Governance (PG) sebagai kerangka 

transformatif untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Menggunakan pendeka- 

tan kualitatif deskriptif–eksplanatoris, tulisan ini mensintesis evolusi para- 

digma OPA–NPM–PVM dan menawarkan tiga pilar terintegrasi – kognitif, 

afektif, psikomotorik – sebagai kapasitas utuh untuk berpikir, merasa, dan 

bertindak. PG sejalan dengan agenda Digitalisasi–Integrasi–Simplifikasi 

(DIS) sehingga reformasi tidak berhenti pada aspek teknis/struktur, tetapi 

menjangkau faktor manusia dan budaya kerja. Ilustrasi praktik dari Bawaslu 

Palembang dalam persiapan Pemilu 2024 menunjukkan orkestrasi pengeta- 

huan, etos pelayanan, dan eksekusi lapangan melalui program uji petik penga- 

wasan dan sekolah relawan pengawas. Kontribusi utama: (1) mengintegrasikan 

nilai publik dengan kapasitas implementasi; (2) merumuskan pengemban- 

gan SDM berbasis whole-competency; dan (3) menawarkan jalur kolabora- 

tif antarpemangku kepentingan untuk pengawasan dan layanan yang lebih 

adaptif, inklusif, dan tepercaya. Kerangka PG ini diharapkan menjadi jalan 

realistis menuju pemerintahan efektif yang siap menghadapi masa depan. 

Kata Kunci: Psychomotor Governance; Nilai Publik; Kepemimpinan 

adaptif; digitalisasi Pemerintahan; Bawaslu Palembang 
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PSYCHOMOTOR GOVERNANCE: 

A TRANSFORMATIVE SOLUTION TO 

INSTITUTIONAL PARALYSIS AND THE PROSPECTS 

FOR FUTURE EFFECTIVE GOVERNANCE 

ABSTRACT 

This article advances Psychomotor Governance (PG) as a transformative 

framework to overcome institutional paralysis in Indonesian bureaucracy. 

Using a qualitative, descriptive–explanatory approach, it synthesizes OPA– 

NPM–PVM and proposes three integrated pillars—cognitive, affective, 

psychomotor—as a unified capacity to think, value, and act. PG aligns with 

the Digitalization–Integration–Simplification (DIS) agenda so that reform 

does not end at tech/structure but reaches the human factor and work cul- 

ture. A practice illustration from Bawaslu Palembang, in preparation for 

the 2024 elections, demonstrates the orchestration of knowledge, service 

ethos, and field execution via random spot-checks and a volunteer school 

program. Key contributions are: (1) integrating public value with imple- 

mentation capacity; (2) outlining whole-competency human resource de- 

velopment; and (3) offering collaborative pathways among stakeholders 

for more adaptive, inclusive, and trusted oversight and services—there- 

by charting a realistic route toward future-ready effective governance. 

Keywords: psychomotor governance; public value; bureaucratic reform; 

government digitalization; Bawaslu Palembang 
 

PENDAHULUAN 

Reformasi administra- 

si publik di Indonesia telah ber- 

langsung selama beberapa dekade, 

namun fenomena institutional pa- 

ralysis – kondisi stagnasi atau keti- 

dakmampuan institusi pemerintah 

beradaptasi dengan cepat – ma- 

sih sering dijumpai. Indikatornya 

tampak dari kinerja birokrasi yang 

belum optimal dan masih banyak 

mendapat  keluhan  masyarakat 

(Salam, 2021). Bahkan di era 

desentralisasi dan demokratisasi 

saat ini, birokrasi publik kerap 

menghadapi masalah kompleks 

yang sulit diatasi karena prosedur 

yang kaku dan budaya organisasi 

yang kurang adaptif. Proses poli- 

tik dan tuntutan publik bergerak 

lebih cepat dibanding kapasitas 

pemerintah daerah dalam men- 

gelola dinamika otonomi (Salam, 

2021).  Hal  ini  menunjukkan 
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adanya kesenjangan antara hara- 

pan terhadap birokrasi yang lincah 

(agile) dan realitas di lapangan. 

Secara teoretis, perkem- 

bangan paradigma tata kelola 

publik telah mencoba menjawab 

tantangan efektivitas pemerin- 

tahan. Pendekatan Old Public 

Administration (OPA) yang bi- 

rokratis dianggap tidak lagi me- 

madai menghadapi perubahan 

lingkungan sosial-ekonomi yang 

pesat (Yulianto, 2025). Lahirnya 

New Public Management (NPM) 

pada akhir 1970-an hingga 1980- 

an merupakan respon terhadap 

kelemahan model birokrasi tr- 

adisional tersebut (Idtesis.com, 

2024). NPM dipengaruhi seman- 

gat neoliberalisme dan teori pub- 

lic choice, mengusung prinsip 

“menjalankan pemerintah seper- 

ti bisnis”. Ciri khas NPM antara 

lain: desentralisasi kewenangan, 

orientasi hasil (outcome), kom- 

petisi internal maupun eksternal, 

manajemen kinerja, privatisasi 

atau kontraktualisasi layanan pub- 

lik, serta fokus pada efisiensi dan 

kepuasan pelanggan. Di satu sisi, 

NPM berhasil membawa inovasi 

seperti penerapan performance in- 

dicator dan peningkatan fleksibili- 

tas manajerial. Namun di sisi lain, 

implementasinya tidak selalu me- 

menuhi ekspektasi. Berbagai stu- 

di mencatat kegagalan reformasi 

NPM antara lain disebabkan misfit 

dengan konteks lokal, fokus ber- 

lebihan pada hasil kuantitatif, serta 

pengabaian nilai-nilai publik yang 

substansif (Pollitt & Bouckaert da- 

lam Idtesis.com, 2024). Pendekat- 

an pasar dan orientasi bisnis dalam 

NPM dikhawatirkan melemahkan 

komitmen aparatur pada nilai-nilai 

dasar pelayanan publik, sehingga 

menimbulkan efek kontraproduk- 

tif seperti akuntabilitas semu dan 

meningkatnya kontrol administrat- 

if tanpa perbaikan substansial (Id- 

tesis.com, 2024). 

Kekecewaan terhadap 

NPM mendorong lahirnya par- 

adigma alternatif pasca-NPM. 

Salah satu di antaranya adalah 

Public Value Management (PVM) 

yang dipopulerkan oleh Mark 

Moore (1995) sebagai upaya men- 

gatasi keterbatasan NPM dengan 

menekankan penciptaan nilai pub- 

lik (public value) daripada sekadar 

efisiensi ekonomi. Dalam PVM, 

keberhasilan pemerintah diukur 

dari sejauh mana kebijakan dan 

layanan menghasilkan nilai yang 

dirasakan masyarakat luas – mis- 

alnya keadilan, keamanan, kese- 

jahteraan – alih-alih hanya output 

dan outcome finansial (Public 

value, n.d.). Paradigma ini me- 

nekankan akuntabilitas, keadilan, 

responsivitas, serta pentingnya di- 

alog inklusif antara pemerintah, 
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warga, dan pemangku kepentingan 

lainnya. Dengan demikian, PVM 

dipandang lebih demokratis dan 

partisipatif dibanding pendahulu- 

nya yang bersifat manajerial. Na- 

mun demikian, PVM bukan tanpa 

kritik. Sejumlah ahli menyoroti 

bahwa konsep “nilai publik” masih 

abstrak dan sulit diidentifikasi atau 

diukur secara konsisten – dikenal 

sebagai public value identification 

problem, yaitu kesulitan menen- 

tukan apa yang benar-benar ber- 

nilai publik di tengah banyaknya 

kepentingan dan perspektif (Boz- 

eman, 2002, dikutip dalam Rhodes 

& Wanna, 2007). Selain itu, PVM 

dinilai terlalu berpusat pada peran 

manajer publik sebagai penentu 

nilai (bersifat leader-centric), seh- 

ingga rawan mengabaikan proses 

politik formal dan akuntabilitas 

demokratis. Kritik Rhodes dan 

Wanna (2007) misalnya, menye- 

but PVM cenderung menjadikan 

birokrat sebagai “Platonic guard- 

ians” yang merasa paling tahu 

kepentingan publik, padahal da- 

lam sistem pemerintahan parle- 

menter peran pengawasan politik 

oleh pejabat terpilih tetap krusial 

(Rhodes & Wanna, 2007). Dengan 

kata lain, PVM menawarkan narasi 

baru yang menjembatani efisien- 

si administratif dengan aspirasi 

masyarakat, tetapi masih meny- 

isakan celah dalam hal pedoman 

operasional dan mekanisme 

akuntabilitas. 

Untuk itu, kajian ini 

menawar  kan  paradigma 

baru Psychomotor Governance 

(PG) sebagai solusi inovatif atas 

stagnasi institusional tersebut. PG 

muncul sebagai gagasan konseptu- 

al transformatif untuk menjawab 

kelemahan-kelemahan paradigma 

sebelumnya sekaligus mengatasi 

institutional paralysis dalam bi- 

rokrasi. Istilah ini mengindikasikan 

suatu pendekatan holistik dalam 

tata kelola pemerintahan yang 

mengintegrasikan ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dalam 

proses administrasi publik. Secara 

sederhana, PG menekankan bah- 

wa aparatur dan institusi publik 

harus memiliki pengetahuan yang 

memadai (ranah kognitif), sikap/ 

nilai yang tepat (ranah afektif), ser- 

ta keterampilan tindakan (ranah 

psikomotorik) untuk dapat mer- 

espons tantangan adaptif masa 

kini. Berbeda dari NPM yang 

fokus pada “kepala” (rasionalitas 

ekonomi) dan PVM yang fokus 

pada “hati” (nilai publik), PG be- 

rupaya mensinergikan “kepala, 

hati, dan tangan” birokrasi dalam 

satu kerangka tata kelola (Salam, 

2021). 

Tujuan studi ini adalah 

menguraikan konsep PG secara 
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komprehensif sebagai solusi ino- 

vatif atas fenomena stagnasi insti- 

tusional, menempatkannya dalam 

evolusi teori tata kelola publik, 

serta mengeksplorasi prospek pen- 

erapannya bagi efektivitas pemer- 

intahan Indonesia di masa depan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, 

tulisan ini disusun secara deskrip- 

tif-eksplanatoris berbasis kajian 

konseptual dan ilustrasi prak- 

tik. Bagian pendahuluan ini telah 

mengemukakan latar belakang 

permasalahan dan kesenjangan 

teoretis yang melatarbelakangi 

pentingnya paradigma baru PG. 

Selanjutnya, Kajian Pustaka akan 

membahas evolusi paradigma tata 

kelola publik (OPA, NPM, PVM) 

beserta kritiknya, guna memetakan 

posisi kontribusi PG. Metodologi 

penelitian dijabarkan untuk mene- 

gaskan pendekatan kualitatif yang 

dipakai. Bagian Hasil dan Pem- 

bahasan akan mengelaborasi tiga 

pilar utama PG (kognitif–afektif– 

psikomotorik) serta mengaitkan- 

nya dengan agenda digitalisasi, 

integrasi, dan simplifikasi (DIS) 

dalam reformasi birokrasi, dileng- 

kapi refleksi implementasi pada 

kasus Bawaslu Palembang sebagai 

ilustrasi empiris. Terakhir, Kesim- 

pulan dan Rekomendasi memapar- 

kan temuan kunci penelitian serta 

implikasinya bagi pengembangan 

teori maupun praktik reformasi bi- 

rokrasi adaptif ke depan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Evolusi Paradigma Tata 

Kelola Publik. Paradigma admin- 

istrasi publik terus mengalami 

perubahan seiring perkembangan 

zaman (Salam, 2021). Pada era Old 

Public Administration (OPA) yang 

dipengaruhi teori Weberian, bi- 

rokrasi dipandang sebagai organi- 

sasi hierarkis yang mengutamakan 

aturan formal, pembagian kerja 

tegas, dan kontrol ketat. Model ini 

berjasa menciptakan tertib admin- 

istrasi dan akuntabilitas melalui 

rantai komando, namun sering 

dikritik karena kaku, berorientasi 

prosedur, serta kurang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat 

yang beragam dan berubah-ubah. 

Di Indonesia, penerapan paradig- 

ma OPA masih sangat kuat; bi- 

rokrasi kerap dipersepsikan layak- 

nya “kerajaan para pejabat”. Pola 

kerja birokrasi cenderung mem- 

pertahankan struktur yang kaku 

dan hierarkis, sehingga pelayanan 

publik sering dinilai kurang 

memuaskan. Proses administrasi 

berjalan lambat, penuh prosedur 

berbelit-belit, dan terlalu birokra- 

tis, sehingga menghambat efekti- 

vitas pelayanan serta mengurangi 

responsivitas terhadap kebutuhan 

publik (Yulianto, 2025). 

Memasuki akhir 1970-an 



Zainal Prima Putra & Raniasa Putra - PSYCHOMOTOR GOVERNANCE: SOLUSI TRANSFORMATIF ATAS INSTITUTIONAL PARALYSIS DAN 
PROSPEK PEMERINTAHAN EFEKTIF MASA DEPAN 

Jurnal ETIKA & PEMILU 134 
Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2025 

 

 

hingga 1980-an, gelombang New 

Public Management (NPM) mun- 

cul dipelopori oleh negara-negara 

seperti Inggris dan Selandia Baru 

(Idtesis.com, 2024). NPM dipen- 

garuhi semangat neoliberalisme 

dan teori public choice, men- 

gusung prinsip “menjalankan pe- 

merintah seperti bisnis”. Ciri khas 

NPM antara lain: desentralisasi 

kewenangan, orientasi hasil (out- 

come), kompetisi internal maupun 

eksternal, manajemen kinerja, pri- 

vatisasi layanan publik, serta fokus 

pada efisiensi dan kepuasan pe- 

langgan (Idtesis.com, 2024; Pollitt 

& Bouckaert, 2011, dalam Idtesis. 

com, 2024). Di satu sisi, NPM ber- 

hasil membawa inovasi manajemen 

seperti penerapan performance 

indicators dan fleksibilitas penge- 

lolaan. Namun di sisi lain, imple- 

mentasinya menimbulkan dilema 

antara logika pasar versus nilai 

publik. Penelitian Pollitt & Bouc- 

kaert (2011) menunjukkan refor- 

masi NPM menghasilkan variasi 

capaian di tiap negara dan sering 

kali kurang sukses dibanding klaim 

pendukungnya. Mereka menyim- 

pulkan bahwa reformasi NPM 

belum sesukses yang diklaim, dan 

alasan “kegagalan” atau “keber- 

hasilan” reformasi sangat berva- 

riasi tergantung kondisi material 

dan budaya masing-masing neg- 

ara (Idtesis.com, 2024). Kegaga- 

lan penerapan NPM umumnya 

terkait faktor kontekstual: keter- 

batasan kapasitas negara, minimn- 

ya dukungan politik, hingga desain 

reformasi yang kurang sesuai den- 

gan budaya birokrasi lokal (Hood, 

1998; Larbi, 2003, dalam Idtesis. 

com, 2024). Secara substansi, kri- 

tik fundamental terhadap NPM 

adalah bahwa praktik bisnis tidak 

selalu selaras dengan misi publik. 

Fokus berlebihan pada efisiensi, 

angka-angka kinerja, dan orienta- 

si komersial berpotensi mengor- 

bankan nilai-nilai layanan publik 

seperti keadilan, kesetaraan, dan 

kepentingan umum (Salam, 2021). 

Studi empiris bahkan mencatat 

paradoks di mana reformasi NPM 

dapat meningkatkan beban ad- 

ministrasi (misalnya tuntutan pel- 

aporan kinerja yang rumit) tanpa 

diikuti perbaikan kualitas layanan 

– alias menciptakan red tape baru. 

Dengan demikian, NPM mulai 

dipandang hanya sebagai solusi 

parsial yang belum menjawab per- 

soalan adaptivitas birokrasi secara 

tuntas. 

Gelombang berikutnya, 

akhir 1990-an hingga 2000-an, 

ditandai upaya mencari paradigma 

pasca-NPM. Salah satu yang me- 

nonjol adalah New Public Service 

(NPS) yang digagas Denhardt & 

Denhardt (2003) sebagai antitesis 

NPM. NPS menekankan bahwa 
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“melayani warga, bukan pelang- 

gan” – artinya peran pemerintah 

adalah melayani kepentingan pub- 

lik melalui pemberdayaan warga 

dan akuntabilitas demokratis, bu- 

kan sekadar penyedia jasa beror- 

ientasi pasar. Sejalan dengan itu, 

muncul pula konsep Good Gov- 

ernance dan Collaborative Gov- 

ernance yang menggarisbawahi 

prinsip transparansi, partisipasi, 

kolaborasi lintas sektor, serta pen- 

guatan kapasitas masyarakat sipil. 

Kerangka good governance dia- 

dopsi luas (termasuk di Indonesia) 

dengan 8 asas utamanya: partisipa- 

si, supremasi hukum, transparansi, 

responsivitas, orientasi konsensus, 

kesetaraan, efektivitas & efisien- 

si, serta akuntabilitas. Meskipun 

demikian, kritik terhadap jargon 

good governance ialah seringn- 

ya ia menjadi konsep normatif 

yang sukar diimplementasikan 

dan diukur keberhasilannya secara 

konkret (Salam, 2021). 

Selanjutnya, Public Val- 

ue Management (PVM) mencuat 

sebagai paradigma yang mencoba 

merangkum semangat NPS, good 

governance, dan jejaring kolabo- 

ratif dalam satu narasi nilai (Ben- 

ington & Moore, 2011). PVM lahir 

sebagai reaksi atas keterbatasan 

NPM, menawarkan visi bahwa pe- 

merintah sepatutnya menciptakan 

nilai publik layaknya sektor swasta 

menciptakan nilai bagi pelanggan 

(Moore, 1995). Mark H. Moore 

melalui karyanya Creating Public 

Value (1995) menggambarkan per- 

an manajer publik bagaikan strate- 

gist yang harus memastikan setiap 

kebijakan/program benar-benar 

membawa nilai bagi masyarakat, 

dengan memperhatikan legitimasi 

politik dan kapasitas operasional. 

Ia memperkenalkan kerangka Stra- 

tegic Triangle yang terdiri dari tiga 

elemen kunci: public value (nilai 

publik yang hendak diciptakan), 

legitimacy & support (dukungan 

dan legitimasi politik), serta oper- 

ational capacity (kapasitas opera- 

sional untuk menjalankan). PVM 

menekankan bahwa pemerintah 

sukses jika kebijakan dan layanan 

publiknya menciptakan nilai yang 

dirasakan masyarakat luas (bukan 

sekadar memenuhi target finansi- 

al), melalui tata kelola yang akunt- 

abel, adil, responsif, dan berlan- 

daskan dialog inklusif. Dengan 

demikian, PVM dianggap lebih 

holistik dalam memandang kinerja 

pemerintah dibanding NPM yang 

berorientasi pasar semata. 

Namun, PVM juga meng- 

hadapi kritik signifikan. Konsep 

public value dinilai abstrak dan 

multi-tafsir sehingga sulit diukur 

konsisten (Bozeman, 2002). Boze- 

man (2002) menyebut PVM meng- 

hadapi “public value identification 
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problem”, yaitu kesulitan mene- 

tapkan apa yang benar-benar ber- 

nilai publik di tengah beragamnya 

kepentingan (Rhodes & Wanna, 

2007). Selain itu, fokus PVM yang 

leader-centric rentan mengabaikan 

mekanisme checks-and-balanc- 

es demokratis. Rhodes & Wanna 

(2007) mengingatkan bahaya para- 

digma ini yang seakan menjadikan 

birokrat sebagai penjaga tunggal 

“kebenaran publik”, padahal da- 

lam praktik politik, akuntabilitas 

kepada wakil rakyat tetap esensi- 

al. Alhasil, meski PVM menawar- 

kan lensa baru bernuansa nilai, 

ia masih menyisakan tantangan 

operasionalisasi: bagaimana men- 

gidentifikasi dan mengukur “nilai” 

tersebut secara konkret, serta me- 

mastikan political will kolektif un- 

tuk mewujudkannya. Dengan kata 

lain, masih ada kesenjangan kon- 

septual dan implementatif yang 

perlu dijembatani antara cita-cita 

nilai publik dan kemampuan nyata 

birokrasi untuk mewujudkannya. 

Kerangka Psychomotor 

Governance 

Berangkat dari landasan 

teori kompetensi, Woodruffe 

(1993) mendefinisikan competen- 

cy sebagai karakteristik individu 

yang mencakup pemahaman, ket- 

erampilan, dan kemampuan yang 

memungkinkan seseorang melak- 

sanakan tugas secara efektif – defi- 

nisi implisit yang melibatkan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Hoffman (1999) juga menyatakan 

bahwa kompetensi terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap, serta pentingnya konsistensi 

penerapan ketiganya dalam kinerja 

pekerjaan (Salam, 2021). Berpijak 

pada konsep tersebut, PG meman- 

dang bahwa untuk memecahkan 

institutional paralysis, intervensi 

reformasi harus menyentuh keti- 

ga aspek tersebut secara simultan. 

Berikut penjelasan masing-mas- 

ing pilar dalam konteks tata kelola 

publik: 

Ranah Kognitif (Pengetahuan 

dan Inovasi): Ranah kognitif 

berkaitan dengan kemampuan 

berpikir, memahami, menganal- 

isis, dan memecahkan masalah. 

Dalam birokrasi, domain ini ter- 

wujud pada kecakapan aparatur 

dalam merumuskan kebijakan ber- 

basis evidensi, perencanaan strat- 

egis, serta adaptasi pengetahuan 

baru. Pilar kognitif PG menuntut 

peningkatan kapasitas intelektual 

aparatur melalui pendidikan dan 

pelatihan yang relevan, knowl- 

edge transfer, serta organizational 

learning yang berkelanjutan. Bi- 

rokrasi yang kuat di aspek kognitif 

akan mampu menghindari analy- 

sis paralysis (macet karena terlalu 

banyak kajian) karena memiliki 
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kerangka berpikir yang terarah un- 

tuk mengambil keputusan tepat 

waktu. Inovasi dalam pemerintah- 

an juga sangat bergantung pada 

domain ini – budaya birokrasi per- 

lu mendorong creative thinking 

dan kemampuan belajar hal-hal 

baru agar tidak terjebak rutinitas. 

Dengan demikian, psychomotor 

governance pada pilar kognitif 

berarti governance with the brain: 

kebijakan didasarkan pada ilmu 

pengetahuan mutakhir, data ak- 

urat, dan kemampuan diagnostik 

yang tajam atas persoalan publik 

(Salam, 2021). 

Ranah Afektif (Nilai, Etika, 

dan Motivasi): Ranah afektif 

menyangkut aspek emosional, 

sikap, nilai, dan etos kerja. Da- 

lam konteks tata kelola, ranah 

ini terkait erat dengan integritas, 

komitmen pelayanan, empati, 

dan semangat inovasi dari para 

pelaku birokrasi. Pilar afektif PG 

menekankan pentingnya penana- 

man nilai-nilai publik ke dalam diri 

aparatur. Nilai seperti integritas, 

akuntabilitas, orientasi pelayanan, 

nasionalisme, dan adaptabilitas ha- 

rus menjadi bagian dari budaya or- 

ganisasi. Birokrasi yang “afektif ” 

akan memiliki political will dan 

sense of purpose yang kuat un- 

tuk berubah, sehingga tidak hanya 

bekerja secara mekanis mengikuti 

SOP, tetapi terdorong melayani 

dengan hati. Elemen ini krusial 

untuk keluar dari institutional pa- 

ralysis, karena sering kali yang 

membuat organisasi mandek bu- 

kan ketiadaan ide, tetapi ketiadaan 

kemauan dan rasa tanggung jawab 

moral untuk berubah. Sebagai 

contoh, program pembangunan 

kapasitas aparatur kini tidak cukup 

hanya melatih teknis (ranah kogni- 

tif/skill), tapi juga perlu penguatan 

mentalitas dan budaya kerja (trans- 

formasi mindset). Psychomotor 

governance di pilar afektif dapat 

dipahami sebagai governance with 

the heart: mengelola pemerintah- 

an dengan landasan etika publik, 

kepedulian, dan komitmen tinggi 

pada kepentingan rakyat (Salam, 

2021). 

Ranah Psikomotorik (Ket- 

erampilan dan Aksi Eksekusi): 

Ranah psikomotorik berhubungan 

dengan kemampuan fisik atau ket- 

erampilan praktis dalam melaku- 

kan tindakan. Dalam birokrasi, ini 

mencakup keterampilan manajeri- 

al dan operasional seperti kemam- 

puan menggunakan teknologi, 

keterampilan komunikasi publik, 

kemampuan negosiasi dan koordi- 

nasi lintas sektor, hingga eksekusi 

program secara cepat dan tepat. 

Pilar psikomotorik PG menitikber- 

atkan pada kapasitas implementa- 

si – sebaik apa pun ide (kognitif) 

dan setinggi apa pun komitmen 
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(afektif) tidak akan menghasilkan 

perubahan bila birokrasi tidak pi- 

awai mengeksekusi rencana men- 

jadi realita. Oleh karena itu, psy- 

chomotor governance pada pilar 

psikomotorik berarti governance 

with the hands: memastikan apara- 

tur dan institusi cekatan dalam aksi 

nyata, terampil menjalankan ke- 

bijakan di lapangan secara efektif 

dan adaptif. Birokrasi yang tang- 

guh di ranah ini mampu “bergerak 

gesit” melaksanakan solusi, alih- 

alih terperangkap dalam diskusi 

atau niat semata (Salam, 2021). 

Setiap pilar di atas sal- 

ing melengkapi: kelemahan pada 

satu aspek dapat melumpuhkan 

keseluruhan kinerja. Misalnya, bi- 

rokrasi penuh inovasi ide (kognitif) 

namun tanpa kemauan berubah 

(afektif) atau tanpa kecakapan ek- 

sekusi (psikomotorik) tetap akan 

gagal menghasilkan dampak. Kon- 

sep PG menegaskan bahwa refor- 

masi birokrasi harus seimbang 

menyasar kepala, hati, dan tangan 

aparatur secara bersamaan. 

Selain itu, PG juga diposisikan se- 

bagai pelengkap agenda reformasi 

pemerintahan digital di Indonesia. 

Dapat dikatakan, agenda Digital- 

isasi–Integrasi–Simplifikasi (DIS) 

ibarat mesinnya (infrastruktur tek- 

nokratis), sedangkan Psychomotor 

Governance adalah sumber daya 

manusianya. Integrasi keduanya 

menghasilkan reformasi birokrasi 

yang utuh dari sisi teknostruktural 

maupun kultural. Sebagai ilustrasi, 

dalam Indeks Reformasi Birokrasi 

KemenPANRB terbaru, salah satu 

komponen penilaian adalah ma- 

najemen perubahan dan pengua- 

tan SDM selain komponen sistem 

elektronik dan penataan regulasi. 

Hal ini menyiratkan kesadaran 

bahwa teknologi secanggih apa 

pun tanpa didukung manusia yang 

kompeten dan berintegritas, tak 

akan mencapai hasil yang diharap- 

kan (Sekretariat Kabinet RI, 2024). 

PG memberikan kerangka 

untuk memastikan transformasi 

digital tidak hanya pada hardware 

(sistem/struktur), tetapi juga soft- 

ware manusia dan heartware-nya. 

Dalam konteks DIS, digitalisasi 

bukan sekadar adopsi teknologi, 

melainkan juga peningkatan litera- 

si dan pola pikir berbasis data pada 

aparatur; integrasi tidak hanya soal 

kebijakan “satu data”, tapi juga 

membangun teamwork lintas in- 

stansi; dan simplifikasi tidak seka- 

dar memangkas unit, tapi mence- 

tak pegawai lincah multi-keahlian 

(Sekretariat Kabinet RI, 2024). Up- 

aya simplifikasi birokrasi, misalnya, 

harus dibarengi pembinaan apara- 

tur yang terbuka pada perubahan 

(nilai adaptif, ranah afektif), melek 

terhadap regulasi dinamis (penge- 
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tahuan tentang aturan yang beru- 

bah, ranah kognitif), serta terampil 

menjalankan tugas multi-peran 

(keterampilan kerja yang fleksibel, 

ranah psikomotorik) (Sekretariat 

Kabinet RI, 2024). Dengan SDM 

yang demikian, penyederhanaan 

struktur tidak akan berujung pada 

disorientasi, melainkan justru 

meningkatkan produktivitas dan 

kelincahan. Indikator keberhasilan 

bisa dilihat misalnya pada pening- 

katan kecepatan pelayanan tanpa 

mengurangi akuntabilitas. 

Singkatnya, PG mens- 

yaratkan reformasi birokrasi yang 

human-centric: teknologi dan 

struktur baru harus diiringi trans- 

formasi kompetensi dan budaya 

aparatur. Pendekatan ini diyakini 

dapat menjadikan birokrasi sebagai 

learning organization yang adaptif 

(adaptive bureaucracy), mampu 

terus melakukan testing and learn- 

ing dalam menghadapi masalah 

kompleks alih-alih terperangkap 

pada rutinitas birokratis (Sharp, 

2021). Hal ini sejalan dengan se- 

mangat melayani yang berorientasi 

hasil bagi rakyat (outcome-based, 

bukan hanya output-based), kare- 

na PG memfokuskan pada pen- 

ciptaan nilai publik nyata melalui 

aksi nyata. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  menggunakan 

pendekatan kualitatif deskrip- 

tif-eksplanatoris dengan desain 

studi konseptual. Artinya, fokus 

utama terletak pada pendala- 

man konsep dan teori yang ada 

kemudian menjelaskannya secara 

naratif, bukan pada pengujian hi- 

potesis kuantitatif. Jenis data yang 

digunakan sepenuhnya berupa 

data sekunder kualitatif, meliputi 

literatur ilmiah (buku, artikel jur- 

nal, laporan kebijakan) yang rele- 

van dengan topik tata kelola pub- 

lik dan reformasi birokrasi, serta 

sumber-sumber informasi empiris 

seperti dokumentasi program ino- 

vasi birokrasi (misalnya praktik 

Bawaslu Palembang). Tidak ada 

pengumpulan data statistik lapan- 

gan, karena studi ini tidak dimak- 

sudkan untuk generalisasi popula- 

si, melainkan untuk pemahaman 

mendalam (verstehen) atas fenom- 

ena secara konseptual. 

Strategi pengumpulan data 

dilakukan melalui studi pustaka 

intensif. Penulis menelusuri teori 

administrasi publik klasik hingga 

kontemporer untuk mengidentifi- 

kasi evolusi paradigma serta me- 

nemukan kesenjangan konseptual 

yang melatarbelakangi lahirnya ide 

Psychomotor Governance. Selain 

itu, penulis juga mengkaji publika- 

si resmi pemerintah terkait agenda 

reformasi birokrasi terkini (misal- 

nya kebijakan digitalisasi, integrasi, 
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dan simplifikasi pelayanan publik), 

guna melihat keterkaitan konsep 

PG dengan arah kebijakan nyata. 

Studi kasus kecil secara deskriptif 

digunakan sebagai ilustrasi imple- 

mentasi konsep, yaitu pada Bawas- 

lu Palembang, untuk memberikan 

gambaran empiris penerapan PG 

dalam konteks spesifik. 

Secara keseluruhan, met- 

odologi yang dipilih bersifat ek- 

sploratif-konseptual. Keterbatasan 

metode ini tentu ada, misalnya 

potensi bias subjektivitas dalam 

menyusun sintesis teori maupun 

penafsiran ilustrasi kasus. Namun 

demikian, penggunaan beragam 

sumber literatur akademik dan 

data empiris kualitatif diharapkan 

dapat meminimalkan bias serta 

memperkaya validitas temuan kon- 

septual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tiga Pilar Psychomotor 

Governance: Kognitif, Afektif, 

Psikomotorik 

Berdasarkan pemaparan 

konsep kompetensi di atas, dapat 

ditegaskan bahwa untuk keluar 

dari institutional paralysis, organ- 

isasi publik perlu bertransformasi 

secara komprehensif pada aspek 

pengetahuan, nilai, dan tindakan 

secara bersamaan. Psychomotor 

Governance menjabarkan ketiga 

ranah kompetensi tersebut se- 

bagai pilar fundamental tata kelola 

adaptif. Pilar kognitif memastikan 

aparatur cerdas secara intelektual; 

pilar afektif memastikan aparatur 

berintegritas secara moral; dan 

pilar psikomotorik memastikan 

aparatur cekatan secara kinerja. 

Ketiganya merupakan prasyarat 

aparatur “3C” – Competent, 

Committed, and Capable – untuk 

mencapai pemerintahan efektif 

masa depan. 

Refleksi Praktik: Studi Kasus 

Bawaslu Palembang 

Untuk melihat bagaimana 

prinsip PG dapat diaplikasikan, 

kajian ini meninjau praktik pada 

Bawaslu Kota Palembang men- 

jelang Pemilu Serentak 2024. 

Bawaslu (Badan Pengawas Pemi- 

lu) memiliki mandat mengawasi 

proses pemilu agar jujur dan adil. 

Tantangan di lapangan antara lain 

akurasi data pemilih – memasti- 

kan tidak ada pemilih ganda atau 

tidak memenuhi syarat – partisipa- 

si masyarakat dalam pengawasan, 

serta koordinasi dengan pemer- 

intah daerah dalam menindak 

pelanggaran. Sebagai gambaran 

skala, Palembang harus menga- 

wasi sekitar 2.264 TPS yang terse- 

bar di 18 kecamatan, dengan total 

sekitar 1,23 juta pemilih terdaftar 

pada Pemilu/Pilkada 2024 (Fitri, 
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2024). Luasnya arena pengawasan 

ini menunjukkan potensi terjad- 

inya institutional paralysis dalam 

konteks kepemiluan: data pemi- 

lih yang tidak akurat, pengawasan 

yang lemah, dan koordinasi yang 

tersendat dapat berujung sengke- 

ta serta menurunkan kepercayaan 

publik. 

Bawaslu Palembang, di 

bawah kepemimpinan Ketua 

Khairil Anwar Simatupang, mer- 

espons tantangan tersebut den- 

gan beberapa inovasi strategis 

yang sejalan semangat PG. Per- 

tama, program “Uji Petik Penga- 

wasan”, yaitu upaya spot-check 

(inspeksi acak) untuk memasti- 

kan setiap warga yang memiliki 

hak pilih sudah terdaftar dalam 

daftar pemilih (Urban Id, 2025). 

Program teknis ini penting secara 

kognitif: pelaksanaannya melatih 

aparatur Bawaslu menganalisis 

data kependudukan, melakukan 

verifikasi faktual di lapangan, ser- 

ta sinkronisasi data dengan KPU. 

Secara psikomotorik, petugas 

Bawaslu turun langsung ke lapan- 

gan melakukan cek data – sebuah 

aksi jemput bola (hands-on) alih- 

alih menunggu laporan. Hasilnya, 

potensi pemilih kehilangan hak 

suara dapat diminimalkan karena 

anomali data terdeteksi sejak dini. 

Sebagai contoh, pada April 2023 

Bawaslu Palembang melaksanakan 

uji petik dengan mencermati DPS 

di seluruh 18 kecamatan, dan me- 

nemukan 471 entri pemilih ganda 

(duplikasi) serta puluhan pemilih 

tidak memenuhi syarat (misalnya 

sudah meninggal atau di bawah 

umur) yang kemudian dilaporkan 

ke KPU untuk dikoreksi (Baidu- 

ri, 2023). Temuan ini menunjuk- 

kan betapa serius masalah kual- 

itas daftar pemilih, di mana data 

invalid masih cukup banyak (lihat 

Gambar 1). Dari sisi afektif, Uji 

Petik mencerminkan komitmen 

proaktif Bawaslu dalam melayani 

hak konstitusional warga, tidak 

sekadar reaktif menunggu aduan. 

Dukungan pemerintah daerah 

juga terlihat: Wali Kota Palem- 

bang Ratu Dewa mengapresiasi 

program ini sebagai inovasi yang 

memperkuat kualitas demokrasi 

lokal, serta menginstruksikan ja- 

jaran instansi terkait (seperti Dis- 

dukcapil, Kesbangpol, dan KPU) 

untuk membantu pemutakhiran 

data pemilih bersama Bawaslu 

(Urban Id, 2025). Kolaborasi lin- 

tas sektoral ini menumbuhkan rasa 

percaya diri aparatur Bawaslu bah- 

wa kerja mereka didukung, sehing- 

ga meningkatkan motivasi (ranah 

afektif) untuk menjalankan tugas 

pengawasan seoptimal mungkin. 
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Gambar 1. Temuan anomali data 

pemilih dalam DPS Pemilu 2024 di Kota 

Palembang hasil uji petik pengawasan 

Bawaslu. (Sumber: Laporan Pengawasan 

Bawaslu Palembang, 2023. Teridentifika- 

si 471 data pemilih ganda dalam DPS, di 

samping ratusan pemilih tidak memenuhi 

syarat – seperti pemilih meninggal atau di 

bawah umur – yang kemudian dikoreksi 

oleh KPU.) 

Kedua, program “Sekolah Vol- 

unteer Pengawasan Partisipatif ”, 

yakni inisiatif Bawaslu Palem- 

bang untuk mengajak kaum muda 

menjadi relawan pengawas pemi- 

lu melalui edukasi dan pelibatan 

langsung di setiap tahapan (Urban 

Id, 2025). Program sekolah rel- 

awan ini berfokus pada capacity 

building publik agar turut serta 

mengawasi pemilu secara indepen- 

den. Dari perspektif PG, langkah 

ini cerdas karena menyasar ranah 

afektif publik – menumbuhkan 

kepedulian dan internalisasi nilai 

integritas pemilu di kalangan gen- 

erasi milenial/Gen-Z. 

Para peserta dibekali pengetahuan 

kepemiluan (domain kognitif) 

serta keterampilan teknis penga- 

wasan dan pelaporan pelanggaran 

(domain psikomotorik), misalnya 

penggunaan aplikasi pelaporan 

online dan cara mendokumenta- 

sikan bukti pelanggaran. Hing- 

ga awal 2024, program ini telah 

merekrut sekitar 20 orang relawan 

pengawas yang tersebar di 18 ke- 

camatan (hampir setiap kecamatan 

ada perwakilan). Selama masa 

kampanye dan hari pemungutan 

suara Pemilu 2024, para volunteer 

tersebut berhasil menyampaikan 

sekitar beberapa laporan dugaan 

pelanggaran kepada Bawaslu 

(data internal Bawaslu Palembang, 

2024). Dampaknya positif dua 

arah: bagi Bawaslu, keberadaan 

relawan memperluas jangkauan 

pengawasan hingga tingkat akar 

rumput (meningkatkan efektivi- 

tas kinerja, domain psikomotorik 

kelembagaan). 

Bagi para pemuda, mereka 

mendapatkan pengalaman yang 

memberdayakan (empowering), 

membangun sikap kritis dan etos 

partisipatif (domain afektif se- 

bagai warga negara). Program ini 

sejalan dengan prinsip collabora- 

tive governance di mana birokrasi 

merangkul komunitas untuk ber- 

sama-sama menjaga akuntabilitas 

publik. Implementasinya di Palem- 

bang menunjukkan hasil menjan- 

jikan: antusiasme pemilih pemula 

meningkat dan beberapa potensi 

pelanggaran dapat dicegah atau 
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terdeteksi lebih dini berkat laporan 

para volunteer. Berdasarkan sur- 

vei internal Bawaslu Palembang, 

sekitar 85% peserta program vol- 

unteer mengalami peningkatan 

pemahaman regulasi pemilu, dan 

90% merasa lebih berani melapor 

pelanggaran. 

Testimoni para relawan juga men- 

yatakan bahwa keterlibatan ini 

menumbuhkan rasa tanggung 

jawab dan optimisme terhadap 

integritas pemilu. Menariknya, 

mayoritas relawan yang mendaftar 

berasal dari kalangan mahasiswa 

dan pemuda, dengan partisipasi 

perempuan dominan (sekitar 62% 

relawan berjenis kelamin perem- 

puan – lihat Gambar 2). Hal ini 

mengindikasikan bahwa ketika 

birokrasi mau berbagi peran den- 

gan masyarakat, “tangan-tangan” 

baru dalam pengawasan bertam- 

bah banyak, dan “mata–hati” 

kolektif (kognitif–afektif publik) 

untuk keadilan pemilu menjadi 

lebih awas. 

 

 
Gambar 2. Komposisi jenis kelamin peserta Sekolah Volunteer Pengawasan Bawaslu 

Palembang 2025. (Sumber: Data Pendaftaran Volunteer Bawaslu Palembang, 2025. Pro- 

gram ini berhasil menarik minat kalangan muda, termasuk partisipasi signifikan dari per- 

empuan – sekitar 62% dari total 98 pendaftar berjenis kelamin perempuan – mencermink- 

an inklusivitas dan daya tarik program bagi generasi milenial.) 
 

Tentu, inovasi-inovasi di atas tidak 

luput dari tantangan. Penerapan 

PG dalam pengawasan pemi- 

lu menghadapi hambatan baik 
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struktural maupun politis. Studi 

kasus Bawaslu Surabaya (2024) 

menunjukkan bahwa penggu- 

naan platform digital pengawasan 

(contoh: aplikasi pelaporan online 

SigapLapor) efektif meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan pengua- 

tan pengawasan, namun terkendala 

oleh masih rendahnya literasi digi- 

tal sebagian pemilih serta resistensi 

dari aktor politik tertentu (Bachtiar 

et al., 2024). Artinya, perlu pen- 

guatan pilar kognitif (edukasi liter- 

asi digital publik) dan pilar afektif 

(membangun komitmen kolektif 

para kontestan terhadap aturan 

main) agar inovasi pengawasan 

lebih optimal. 

Di Palembang, poten- 

si kendala serupa juga ada. Tidak 

semua pemangku kepentingan 

merasa nyaman dengan terobosan 

Bawaslu. Program relawan pen- 

gawas misalnya bisa saja dicur- 

igai oleh sebagian aktor politik 

sebagai ancaman terhadap ruang 

gerak mereka. Beberapa kontes- 

tan bermental status quo mun- 

gkin berupaya menghambat atau 

mendiskreditkan inisiatif partisi- 

patif tersebut. Selain itu, tekanan 

politik dapat muncul agar Bawas- 

lu “melunakkan” penindakan pe- 

langgaran yang melibatkan tokoh 

berpengaruh. Menghadapi itu, 

Bawaslu Palembang mengandal- 

kan strategi berbasis data dan atur- 

an (ranah kognitif) serta menjalin 

dukungan institusional (ranah 

afektif) seperti dipaparkan di atas. 

Upaya kolaborasi dengan aparat 

penegak hukum juga diperkuat 

untuk memastikan setiap intimi- 

dasi atau intervensi dapat diatasi. 

Secara keseluruhan, studi kasus 

Bawaslu Palembang menggambar- 

kan bahwa pendekatan tiga pilar 

PG (kognitif–afektif–psikomotor- 

ik) dapat diterapkan nyata untuk 

mengatasi paralysis kelembagaan. 

Peningkatan kapasitas kognitif 

aparatur (penguasaan data dan reg- 

ulasi), penguatan komitmen afek- 

tif (etos pelayanan dan kemitraan 

dengan masyarakat), serta eksekusi 

psikomotorik yang lincah di lapa- 

ngan (aksi pengawasan langsung 

dan partisipatif), terbukti mem- 

bantu Bawaslu Palembang men- 

gatasi kendala klasik pengawasan 

pemilu. 

Upaya proaktif seperti Uji 

Petik mencegah stagnasi birokra- 

si dalam memastikan hak pilih 

warga, sementara inovasi Sekolah 

Volunteer menggerakkan energi 

kolektif masyarakat untuk me- 

nutup celah pengawasan. Sinergi 

pengetahuan, nilai, dan tindakan 

ini pada gilirannya meningkatkan 

efektivitas kelembagaan dan ke- 

percayaan publik. Dengan kata 

lain, praktik di Palembang mem- 



Zainal Prima Putra & Raniasa Putra - PSYCHOMOTOR GOVERNANCE: SOLUSI TRANSFORMATIF ATAS INSTITUTIONAL PARALYSIS DAN 
PROSPEK PEMERINTAHAN EFEKTIF MASA DEPAN 

Jurnal ETIKA & PEMILU 145 Vol. 11 Nomor 1 Tahun 2025 

 

 

beri bukti bahwa PG berpotensi 

menjadi solusi transformatif atas 

gejala institutional paralysis – bi- 

rokrasi yang biasanya lamban dan 

kaku dapat bergerak lebih adaptif 

dan responsif ketika “kepala, hati, 

dan tangan” dijalankan secara ber- 

samaan dalam tata kelola pemerin- 

tahan. 

Analisis Tantangan dan 

Manuver Politik dalam 

Penerapan PG 

Meskipun inovasi-inova- 

si di atas menunjukkan hasil yang 

menjanjikan, penerapan PG dalam 

pengawasan pemilu tetap dihadap- 

kan pada berbagai tantangan serta 

manuver politik di lapangan. Tan- 

tangan utama datang dari resistensi 

pihak-pihak tertentu yang merasa 

kurang diuntungkan oleh pengua- 

tan pengawasan. Studi Bawaslu 

Surabaya (2024) menemukan bah- 

wa penggunaan platform digital 

SigapLapor berhasil meningkat- 

kan partisipasi dan memperkuat 

pengawasan pemilu (Bachtiar et 

al., 2024), namun terkendala oleh 

terbatasnya literasi digital sebagian 

masyarakat dan resistensi dari se- 

bagian aktor politik (Bachtiar et 

al., 2024). Hal ini menandakan 

perlunya penguatan pilar kogni- 

tif (edukasi literasi digital publik) 

dan pilar afektif (membangun 

komitmen bersama para kontes- 

tan terhadap aturan main) dalam 

penerapan inovasi pengawasan 

(Bachtiar et al., 2024). 

Dalam konteks Palem- 

bang, potensi kendala serupa 

juga ada. Pertama, tidak semua 

pemangku kepentingan merasa 

nyaman dengan terobosan Bawas- 

lu. Program relawan pengawas, 

misalnya, bisa saja dicurigai oleh 

sebagian aktor politik sebagai 

ancaman terhadap ruang gerak 

mereka. Beberapa peserta pemilu 

yang bermental status quo mun- 

gkin berupaya menghambat atau 

mendiskreditkan inisiatif parti- 

sipatif tersebut. Kedua, tekanan 

politik dapat muncul dalam bentuk 

upaya intervensi terhadap keputu- 

san dan tindakan Bawaslu. Misal- 

nya, dorongan dari pihak tertentu 

agar Bawaslu “memperlunak” 

penindakan atas pelanggaran yang 

melibatkan tokoh atau kelompok 

berpengaruh. Tekanan semacam 

ini bisa disampaikan secara halus 

melalui lobi politik, maupun secara 

keras lewat intimidasi terhadap 

petugas atau relawan di lapangan. 

Bawaslu Palembang mere- 

spons tantangan-tantangan terse- 

but dengan strategi yang selaras 

pilar PG. Secara kognitif, Bawaslu 

memperkuat basis data dan bukti 

hukum dalam setiap temuan pe- 

langgaran. Berbekal pemahaman 
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regulasi yang mendalam dan anali- 

sis data akurat, setiap rekomendasi 

Bawaslu memiliki landasan yang 

kokoh, sehingga sulit dipatahkan 

oleh tekanan politik. Literasi digi- 

tal pengawas juga terus ditingkat- 

kan agar teknologi SigapLapor dan 

sistem informasi dimanfaatkan 

optimal meski ada keterbatasan 

umum di masyarakat (Bachtiar et 

al., 2024). Secara afektif, pimpinan 

dan jajaran Bawaslu menanamkan 

nilai integritas dan independensi 

yang kuat. Kode etik pengawasan 

ditegakkan, dan solidaritas internal 

dibangun sehingga aparat Bawaslu 

memiliki keteguhan moral mengh- 

adapi godaan ataupun ancaman. 

Kolaborasi dengan komu- 

nitas dan dukungan tokoh sep- 

erti Wali Kota Palembang pada 

program Uji Petik juga memberi- 

kan legitimasi moral, mengurangi 

ruang bagi manuver politis yang 

ingin menolak upaya perbaikan. 

Selain itu, Bawaslu aktif menjalin 

komunikasi dengan para peserta 

pemilu untuk menjelaskan bahwa 

program-program pengawasan 

(seperti sekolah volunteer) murni 

demi kepentingan integritas pemi- 

lu, bukan keberpihakan tertentu. 

Psikomotoriknya, Bawaslu sigap 

mengambil tindakan hukum/ad- 

ministratif ketika menemukan pe- 

langgaran, siap berkoordinasi den- 

gan Sentra Gakkumdu (Penegakan 

Hukum Terpadu) apabila terjadi 

tindak pidana pemilu, dan melind- 

ungi para relawan pengawas den- 

gan prosedur keamanan serta pen- 

dampingan. Melalui aksi-aksi nyata 

dan tegas ini, Bawaslu menunjuk- 

kan bahwa tekanan politik tidak 

akan menghentikan penegakan 

aturan. 

Di sisi lain, pelibatan ra- 

tusan volunteer justru membuat 

gerakan pengawasan lebih kebal 

dari intervensi sempit. Kehadiran 

volunteer yang tersebar di ban- 

yak TPS menciptakan mekanisme 

social control oleh warga sendi- 

ri. “Tangan-tangan” pengawasan 

yang meluas ini meningkatkan 

transparansi proses, sehingga akan 

sulit bagi aktor mana pun melaku- 

kan pelanggaran secara tersem- 

bunyi tanpa terpantau. Partisipasi 

publik yang tinggi juga memba- 

ngun “mata-hati” kolektif, yakni 

kesadaran etis masyarakat untuk 

bersama mengawal pemilu bersih. 

Dengan demikian, resistensi poli- 

tik terhadap Bawaslu bisa dikelola 

melalui pendekatan partisipatif: 

ketika publik berdiri di belakang 

Bawaslu, dukungan moral mas- 

yarakat menjadi benteng mengha- 

dapi tekanan. 

Pada akhirnya, pengala- 

man di Palembang dan daerah lain 

mengafirmasi bahwa memperkuat 
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seluruh aspek kompetensi birokra- 

si adalah kunci adaptasi. Aparatur 

yang cerdas secara intelektual, 

berintegritas secara moral, dan 

cekatan dalam bertindak akan 

lebih tangguh menghadapi manu- 

ver politik yang menguji sistem. 

Temuan kasus Bawaslu Surabaya 

maupun Palembang menggaris- 

bawahi perlunya peningkatan lit- 

erasi dan profesionalisme di ranah 

kognitif, penanaman etika dan ke- 

mauan pelayanan di ranah afektif, 

serta pembenahan prosedur aksi 

lapangan di ranah psikomotorik 

secara bersamaan (Bachtiar et al., 

2024). Hanya dengan kombina- 

si itulah inovasi teknologi mau- 

pun kebijakan dapat benar-benar 

diimplementasikan. Secara umum, 

arah perbaikan yang ditempuh 

Bawaslu di berbagai daerah sejalan 

dengan esensi PG: mengaktifkan 

knowledge, values, dan skills 

seluruh aktor untuk mencapai tu- 

juan governance yang lebih baik 

(Bachtiar et al., 2024). 

KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

Kesimpulan Utama: 

Penelitian konseptual ini 

menawarkan Psychomotor Gov- 

ernance (PG) sebagai paradigma 

pelengkap sekaligus transformat- 

if dalam tata kelola pemerintahan 

modern. PG berangkat dari kes- 

adaran bahwa mengatasi institu- 

tional paralysis menuntut perubah- 

an yang tidak hanya struktural atau 

prosedural, tetapi juga menyentuh 

inti kompetensi manusiawi bi- 

rokrasi pada tiga ranah: kognitif, 

afektif, psikomotorik. 

Dibanding paradigma 

sebelumnya, PG menonjolkan 

kontribusi konseptual dalam 

menyatukan aspek pengetahuan 

(knowledge), nilai (values), dan tin- 

dakan (actions) ke dalam kerangka 

pembangunan kapasitas birokrasi 

utuh. Paradigma NPM berfokus 

pada struktur insentif dan pros- 

es manajemen (aspek tindakan) 

namun cenderung mengabaikan 

nilai-nilai publik; PVM membawa 

kembali orientasi nilai, tetapi be- 

lum secara operasional mengurai 

kompetensi pelaksana; sedang- 

kan PG menjembatani keduanya 

dengan menegaskan bahwa good 

governance memerlukan apara- 

tur yang cerdas secara intelektu- 

al, berintegritas secara moral, dan 

cekatan secara kinerja. Tiga pilar 

PG saling melengkapi sehingga di- 

harapkan mampu menjawab tanta- 

ngan adaptif birokrasi Indonesia, 

seperti perlunya inovasi di tengah 

ketidakpastian, peningkatan kuali- 

tas pelayanan publik, dan akseler- 

asi reformasi di era digital (Salam, 

2021). 
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Ilustrasi kasus Bawaslu 

Palembang dalam penelitian ini 

memperlihatkan bahwa pendekat- 

an tiga pilar PG dapat diterapkan 

secara nyata. Peningkatan kapasitas 

kognitif, afektif, dan psikomotorik 

aparatur (beserta partisipasi mas- 

yarakat) terbukti membantu men- 

gatasi kendala klasik pengawasan 

pemilu – mulai dari masalah data 

pemilih invalid hingga kelemahan 

pengawasan di TPS – sekaligus 

membentengi institusi dari tekanan 

politik yang mengancam integritas 

pemilu. Dengan kata lain, kerang- 

ka PG bukan konsep abstrak se- 

mata, melainkan dapat diopera- 

sionalisasikan untuk mendorong 

kinerja birokrasi yang adaptif dan 

tepercaya bahkan dalam konteks 

riil yang sarat tekanan. 

Sebagai penutup, PG bu- 

kanlah “obat mujarab” yang ser- 

ta-merta menyelesaikan seluruh 

masalah birokrasi. Ia adalah sebuah 

kerangka berpikir dan pendekatan 

yang memberi panduan holistik. 

Ibaratnya, jika birokrasi diumpa- 

makan tubuh manusia: NPM mel- 

atih otot (efisiensi), PVM menga- 

sah hati (nurani publik), maka PG 

mengingatkan pentingnya mel- 

atih tubuh secara keseluruhan – 

pikiran, hati, dan tangan bergerak 

serentak (analogi oleh penulis). Di 

tengah dunia yang volatile, uncer- 

tain, complex, ambiguous (VUCA) 

dan disrupsi teknologi saat ini, ha- 

nya birokrasi yang adaptif-lah yang 

bisa bertahan dan memenuhi eks- 

pektasi masyarakat (Sharp, 2021). 

Indonesia membutuhkan birokrasi 

yang cekatan bak “kunci inggris” 

(adjustable wrench) – mampu 

menyesuaikan diri dengan berbagai 

ukuran permasalahan (Kemenko 

PMK, 2025). Harapannya, dengan 

mengadopsi semangat Psychomo- 

tor Governance, pemerintahan 

efektif yang dicita-citakan di masa 

depan dapat terwujud, di mana in- 

stitusi publik tidak lagi “lumpuh” 

menghadapi perubahan, melaink- 

an sigap bergerak melayani bangsa. 

Rekomendasi: 

Berdasarkan temuan di 

atas, beberapa rekomendasi strat- 

egis dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Kebijakan dan 

Kurikulum Pelatihan ASN: Ke- 

menterian PANRB dan Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) perlu 

mempertimbangkan memasukkan 

kerangka cognitive–affective–psy- 

chomotor dalam modul diklat 

dan pelatihan kepemimpinan bagi 

ASN. Misalnya, Latihan Dasar 

(Latsar) CPNS dan Diklat Pim 

dapat memadukan materi pening- 

katan pengetahuan teknis (ranah 

kognitif), pembinaan karakter dan 

etika pelayanan (ranah afektif), 
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serta simulasi/praktik lapangan 

(ranah psikomotorik) secara pro- 

porsional. Kurikulum holistik ini 

akan mencetak aparatur yang siap 

mendukung program prioritas 

seperti Sistem Pemerintahan Ber- 

basis Elektronik (SPBE) dan sim- 

plifikasi birokrasi dengan mindset 

dan skillset yang tepat. 

2. Assessment dan Rekrutmen 

Berbasis Kompetensi Utuh: 

Sistem rekrutmen dan promo- 

si ASN sebaiknya mengadopsi 

penilaian yang mencakup ketiga 

ranah kompetensi. Selama ini uji- 

an masuk cenderung mengukur 

ranah kognitif (Tes Kompetensi 

Dasar) dan sedikit ranah afek- 

tif (Tes Karakteristik Pribadi), 

sedangkan aspek psikomotorik 

(misalnya kemampuan komunika- 

si, kolaborasi) kurang terevaluasi. 

Demikian pula, manajemen talen- 

ta untuk jabatan pimpinan tinggi 

harus mengidentifikasi calon yang 

tidak hanya pintar secara kon- 

septual tapi juga memiliki rekam 

jejak integritas dan kemampuan 

eksekusi. Dengan seleksi berba- 

sis kompetensi utuh, diharapkan 

pejabat yang terpilih memiliki ke- 

seimbangan knowledge, skill, dan 

attitude yang mumpuni. 

3. Perubahan Mindset dan Budaya 

Organisasi: Para pembuat kebija- 

kan perlu mengampanyekan pent- 

ingnya keseimbangan tiga domain 

kompetensi ini sebagai budaya 

kerja birokrasi. Sebagai contoh, 

program core values ASN “BerA- 

KHLAK” yang diluncurkan tahun 

2021 merupakan langkah pada 

domain afektif. Implementasinya 

perlu dikawal agar tidak menjadi 

slogan kosong – misalnya dengan 

keteladanan pimpinan dalam integ- 

ritas dan pelayanan sepenuh hati. 

Selain itu, pimpinan instansi harus 

mendorong continuous learning 

culture (budaya belajar terus-me- 

nerus) di unit kerja masing-masing 

untuk meng-upgrade pengetahuan 

(ranah kognitif) seiring perkem- 

bangan. Budaya menghargai ino- 

vasi dan tidak anti-gagal juga perlu 

ditanamkan supaya pegawai berani 

bertindak kreatif (ranah psikomo- 

torik) tanpa takut dihukum atas 

kesalahan wajar dalam berinovasi. 

4. Riset dan Uji Coba Empiris Lan- 

jutan: Secara akademis, konsep PG 

masih perlu dielaborasi dan diuji 

melalui penelitian empiris. Kolab- 

orasi antara perguruan tinggi dan 

lembaga pemerintah dapat dilaku- 

kan untuk merumuskan indikator 

operasional dari masing-masing pi- 

lar PG dan mengukur dampaknya. 

Misalnya, studi kuantitatif dapat 

mengkaji korelasi antara tingkat 

kompetensi kognitif/afektif/psi- 

komotorik aparatur (dinilai melalui 

survei 360 derajat atau assessment 
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center) dengan kinerja unit kerja 

atau indeks kepuasan publik. Se- 

lain itu, pilot project penerapan 

PG bisa dilaksanakan di beberapa 

instansi sebagai percontohan – 

misal program perbaikan layanan 

di suatu dinas dengan intervensi 

pelatihan komprehensif, lalu die- 

valuasi apakah lebih berhasil dari- 

pada pendekatan parsial biasa. 

5. Integrasi PG dalam Roadmap 

Reformasi Birokrasi: Pemerintah 

dapat memasukkan konsep PG 

dalam dokumen Roadmap RB 

2025–2029. Langkah ini memas- 

tikan bahwa aspek pengembangan 

SDM holistik tidak terpinggirkan 

di tengah gencarnya digitalisasi. 

Sebagai ilustrasi, ketika menarg- 

etkan peningkatan indeks SPBE, 

tetapkan pula target peningkatan 

kompetensi digital ASN; ketika 

menyederhanakan organisasi, im- 

bangi dengan program multi-skill- 

ing pegawai. Dengan mencantum- 

kan hal-hal ini di roadmap resmi, 

implementasi di K/L/D akan leb- 

ih terarah dan berkelanjutan. 
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